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QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA   

--  ABSTRAK:            - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1)  Undang-  

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa BPK paling 

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir.  

--  DASAR HUKUM: -                Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985,  (Lembaran Negara Republik   

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan  Lembaran Negara Republik   

Indonesia Nomor 3312)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1994,  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 62, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk 

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 

Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik 



 

 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4138); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 atas perubahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 

21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5272); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4585); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 

2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Qanun 

Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2012; Qanun Kabupaten Bener 

Meriah Nomor 03 Tahun 2012; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 

Tahun 2012; Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 60 Tahun 2012.  

  

  

 STATUS: -  Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
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